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KESADARAN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SUATU PANDANGAN SOSIOLOGI

Affitef

Pendahuluan

Kesadaran hukum adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat, Kesadaran hukum ini mutlak diperlukan dzn perly terus dibangun,
terutama dalam masyarakat yang sedang dalam proses perubahan dar masyarakat
tragisicnal menjad: masyarakat modern. Masyarakal sepenti itu biasanya ditandai pleh
adanya dualisme dimara sebagian masyarakat masih kuat mengandt nilzi-nilai lama
dan sabagian lagi sepenubnya sudah rmenganut nila-nilai bary. Mamun, bagian ferbesar
diantaranya dapatian dikatakan sedang dalam Froses fransisi yakni dengan mulai
ditinggalkannya nilzi-nilai lama dan belum mamaprya dipakai nilai-nilai barw.

Masyarakat dengan keadaan sepert itu, biasanya dongan mudah dapat berada
dalam sifuzsi yang anamik, yvakni adanya kerancuan atau kesimpangsiuran nilai-mlai
antara nilai-nilzi yang lama dan bar, maupun artarz nitai-niai yang ideal dan konseptual
dengan nilai yang operasional, Paca tataran perilaky hal ini dapal terlibal melalul adanys
perbedaan antara pola-pola parilaku yang nyata facfual behaviory dengan pala perilaku
vang dikehendak: oleh hukum fexpectad betiavior), Keadaan yang demikian berikut
dengan kerawanan-kerawanan vang mengikutinga terkait dengan meningkatnya jurmniah
dan komplaksitas berbagal masalah sosial.

Secara padat dan tepat, Peraturan Menter Kehakiman BRI Momor - M.OS-FPR.CE0
Tahun 1988, mizalnyz, mendafinisikan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah
nilai-nilai yang hidup daiam masyarakat tentang hukum, yang meliputi  pengotatiuzn,
pemaharman, penghayatan, dan kepatuhanikeizatan kepada hukum. Berangkat dari
definisiini, pembanaszn calam fulisan ini ingin menskankan bahwa kesadaran hukum
adalah kesediaan anggota-anggota masyarakal untuk bartindzkberperiiaky dan
menyelisaikan perscalan-parsoalannya davatau persaalan-persoalan di ingkungannya
sesuail dengan aturan hukem yang bearlzku,
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Bagi kita di Indonasia hari ini. kesadaran hukum ini jelzs semakin penting arfinya,
terutama jika dihubungkan dengan situasi ipoleksosbudhankamnas akhir-akhir inl.
Gejolak moneter vang dilkuti oleh gejolak dan krisis ekonomi dengan mudah dapat
diikeuti oleh gejolak dan krisis yang lain yang manimbulkan gejala instabilitas dalam
masyarakat, separti yang muncul belakangan in: di bernagai tempat di tanah air. Namun
dari gonang-gonjing moneter dan krsis ekonomi ergabut satu hal vang sangat penting
dijaga adalah jengan sampai timbul knsis (kesadaran) hukum. Pada saat krisis sepearti
ini, jusiru cila-cita dan prakiek sebagai negara berdazarkan hukurm (rechtstaar) hares
diaktualisasikan secarz kansisten oleh aparat permerintahan dan seluruh rakyat.

Digyukuri, GBHM 1993 telah membenkan landasan yang lebih kuat bagi arah
pembangunan hidang hukum dalam PJE 1L Dalam GEHN 1283 antara lain disebutkan
bahwa arah pembangunan hukum adzlzh untuk menghasilkan produk hukum nasional
W marnpl) mengaiur tugas umum pemeanntahan dan penyelanggaraan pembangunan
nasianal, didukung oleh aparatur hukum yang barsih, berwibawa, penuh pangabdian,
zadar dan taal hukum, mempunyai raga keadilan sesual dengan kemanusiasan sens
profesional, efisien dan afeklif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai,
serta mengambangkan masyarakat yang sadar dan taal hukuom.

Sehubungan dengan by, akan ditingzu kesadaran hukum dalam hubungannya
dengan aspek pemberdayaan masyarakat. serta prasyarat atau prakondisi yang
diperiukan Dag Derkernbu g Gan MeismDaganys Kesadaran nukum oaiam masyararkai.
Hamun sebelumnya, secara nngkas akan dikhat duly perubahan sosial budaya dan
kaitannya dengan aspek hukum dalam masyarakat.

Perubahan sosial-budaya dan hukum dalam masyarakat

Tidak ada sesualu vang etap, vang tetap haryalah perubahan itu sendin, Afinya
dizir adalah bahwa masyarakat dan kebudayvazn yang dimilikinya bersifal dinam:s
dan tidak statiz, Dinamika masyarakat dengan kenyataan perubahan-perubahan yang
dizlammys b ada yang beralan ambal dan aca yang beralan cepat. Ada Yang berjalan
sacara avalugiener, bertahap dan relatif damai, dan ada pula vang berlangsung secara
revalusioner.

Terjadinya perubahan sasml-bucaya ini dapat berasal dengan adanya dorongan
dari dalarm (endogan) seperti akibat dar pertambahan dan pengurangan dalam jurmiah
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dan komposisi penduduk, bencana alam, pera ng saudara, deprasi ekonormi, dan
selaganya. Disamiping itu, perubahan sosial-oudaya juga dapat tarjadi akibat adanya
pengarun carn luar (eksogen) akbat danya kontak-kontak dengan durea luar baik melalyi
perdagangan, parwisata, perkembangan teknolog: kamunikas, dan sebagamya (Vago.
1996).

Adalah Emnile Durkheim, dari khazanah sosiclogi klasik. ya nig antara lain mencoba
mambuat model tecrilis dari perubaban sosial. Durkheim mambuat tpalog dengan
membagi masyarakat atas apa yang dia sabut solidaritas mekanik dan salidaritas
organik {Johnsor, 1985 ; 187-188). Masyarakat dengan solidzaritas mekanis adalan
masyarakal yang prmilit atau masih sangat sedarhana yang ditzandai olah tngkat
homogenitas yang fingg: dalam kepercayaan, sentimen, pola narmatil, dan sebagainya.
Sifat-sifat pokox dari masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mexanik artara
lain, pernbagian kerla rendan, kesadaran kolektl Kual, indnviduaiias rendah, £3hng
ketergantungan rerdah, hukum represii dominzn, dan keterlibatan komunitas dalam
menghukurm orang yang menyimpang.

Sedangkan masyarakat dengan salidzritas organis zadalah masyarakat maju yang
lebih kompleks bersifat industrial perkotaan dan ditandai olek heterogenitas yang tingg..
silal-sitat pokok dan masyarakat yang didasarkan pada solidantas arganix adalan
pembagian kerja tinggi, kesadaran koleksit lemah, individualitas finggi, saling
weiergantungan inggi, Aukurm resiiuid gorrminan, gan Dadarr-badan koo sosial pang
mengRukLim orang yang memyumpang.

Menuruinya. secara umum setiap masyarakat sesars evolusioner berubah dari
solidaritas mekanik menjadi sclidartas arganik. Dalam proses ity disadan bahws
peralinan dan sclidantas mexanik ke nrganik idak salalu beratan dengan mulus dan
lancar, namun ditandai oleh adanya ketegangan-ketegangan, Selanjutnya, ketegangan-
kelegangan tersebut dapat berkembang menads kontik apatila komitmen terhadap
nilai dan norma bersama dirusak alah kepentingan-kepentingan fedsniy dan berbagai
kelompok yang ads dalam masyarakat.

Ci beberapa daerah dan dalam berbagai kelompok masyarasat kita, masik kerap
diternui dilaksanakannya hukum reprasil da nazn keterlibatan anggotz-anggota
masyara<al untuk mangnukum orang yang menyimpang. Agaknva. kita masih ingat
dengan kasus “arak ougil” yang difakukan aleh masyarakat ety untus merghukum
prang yang kedapatan berselingkuh. Contoh lain misalnya, matinya maling zkibat
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digabuki setelah ditangkap masyarakal. Atau sepani sejumizh kejadian akhir-akhir ini
di heherapa daerah di tanah air, dimana masyarakat berindak brital menghadapi
sejurniah pedagang yang dicungal renimbun sembako dan menaikkan harga seenahoya.
Hal semacam iri adalah contoh dar kemyatasn masih adanya sisa pemberakuan hukum
saperh pada masyarakat yang masih sangat sederhana,

Dalamn masyarakat yang digambarkan Durkheim sebagai bardasarkan solidartas
arganis, jelas bahwa kejadian-kejadian semacam ftu semakin sedikit. Sanksi alau
hukuman yang diberkan terhadap penyimpangan jelas bersifat mamuithkan dam untuk
paryadaran, bukan yang bersifal menyakiti dan menghinakan sehingga si pelaku merasa
terizolasi, Selain iu, dalam masyarakat yang demikian proses hukum itu dijslankan
secara benar oleh badan-badan kontrol sosial atau aparat hukum yang berwenang.
Speara umum, masyarakal kita di bawah kerangka permbangunan hukum yang ada,
jelas sedang berada dalam proses menuju Kesana,

Kesadaran hukum dan pemberdayaan masyarakal.

Sebelumnya sudah disebulkan bahwa kesadaran hukum masyarakal adalah
nulal-nilai yang hidup datam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengatahuan,
pemahaman, penghayatan, dan kepatuhan/ketaatan kepada hukum, Selo Scemardan
{1994 : 10) mengemukakan pula bahwa pengetahuan dan pengakuan oleh manusia
mengenai adanya hukum dalam konsepsinga yang abstrak itu merupakan tahapan
sehelum dihayati dan dipatuhinya hukum tersebut, Dengan demikian, dalam hal ini
dapat diartikan bahwa sikap patuh masyarakat lerhadap hukum hendaknya dilandasi
oleh pengetahuan dan pemahamannya yang jelas terhadap "isT hukum ilu sendin.
Danaan kala lain, kepatuhan dan kelaatan masyarakat terhadap hukum seyogianya
bukanlah karena “ketidakberdayaan™ mereka sebagal warga negara yang mau tidak
mau harus mematuhi apa vang lelab diundangkan atau dijzdikan sturan hukum.
melzinkan karena merska betulbatul paham dan rmengeni dengan maksud dari aluran
hidkrm tersebut,

Fada konteks tersebul, maka pervoiahan hukum alau upayva-upaya
snsialisasi undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku secara berkelanjulzn
merupakan kegiatan yang sangal penting dan strategis. Mengapa ? Karena usaha
meningkatkan kesadaran hukum dengan cara lersebul sekaligus merupakan suatu
langhkah awal untuk pemberdayaan masyarakal dimana dibuka kemungkinan pada
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masyarakat urtuk dapat mengani dan memahami suaty peraturan hukum secara 3k
Akan letapi, untuk sampai pada kesadaran hukum dalam pengertian adanya kepatuhan
dan ketaatzn masyarakal pada hukum jelas tidak akan rmungkin hanyva melalyi
eenyuluhan hukum saja, DV samping fdu, sangat periu adarya sejumlah prakondisi
yang mendukung terwujudnya kesadaran hukum masyarakat.

Terkai dengan perunya sejumlkah prakondisi tersebut, maka sehelumnya peru
urituk dipahami makna dari konsep pemberdayaan jempowernent) masyarakat tersebus,
Seperti diketahui, konsep pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep
kunci dari paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centersd de-
velopment). Disin rakyat tidaklah sekedar objek pembangunan namun adalak juga
subjek pembangunan. Lebib dari itu, pembangunan lebih didasarkan pada pertimbangan-
peETtimbangan yang manusiawi dengan pemihakan yang jelas terhadag rakyat, terutama
mereka yang leringgal dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, seperti yang
dikemukakan Ife (1985 : 56) “The nation of empowerment is cenltral fo social fustice
stralegy ...." Sebab, ... empowermen! aims to increase the power of the disadvan-
taged”

Dengan demikian, jelas bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sesuaty yang
paling Warma dan penting dalam kerangka pembangunan yang berkeadilan sesial Sebab
pemberdayaan berlujuan untuk meningkatkan daya (power) dan kelompok-kelempok
yang lemah dantertinggal dalam masyarakat, Jika hal ini dihubungkan dengan kesadaran
hitkum, maka kiranya ini dapat diatikan sebagai dibukanya kesempatan yang lebib
luas pada kelompok disadvaniages tersebut unluk mangetahul dan paham dengan
persis hak dan kewajibannya yang relevan untuk mengubah keadaan heclupnya. Selain
flu, kiranya dapat pula diardikan sebaga: dibukanya akses pada mereka untuk dapal
memanfaatkan dan dilayani oleh badan-badan hukum yang ada, serta diterapkannya
hukum dengan mempartimbanghkan secara-secara sunggub-sungguh dan manusiawi
mereka yang lemah dan tertinggal tersebu.

Upaya peningkatan kesadaran hukum dalam kerangka pem berdayaan
masyarakal yang lemah dan tertinggal sesunggubrya dapat pula dilihat dari perspektif
pembangunan sumber daya manusia. Yakni dengan membuka kemungkinan bagimereka
untuk mengakiualisasikan patensi dirnya sebagai manusia, baik dalam memahami
mAURLN manerspkan hukum yang mengatumya dalam hidup bemmasyarakat, berbangsa,
maupun bernegara. Proses ini kiranya juga akan menumbuhkan keszdaran akan kedidan
(selfhecd) dan arti dan keberadaan lingkungan diluarmya dan cara alau 1ata autran
bagaimana seharusnya mereka melakukan interaksi sosial, Darl perspektif

[72]



JUAHAL HUREUM "TUETIGIA® FAK. HUKLUW UKRAND

pengembangan sumber daya manusia fu, peningkatan kesadaran hukum dalam
keranoka pembangunan hukum hendaknya juga dapat membantuk manusia yvang
mermpunyal kemarmpuan keitis uniuk melibal kerdala-kendala sosial. ekanomi, paliik,
kultural, dan sebagainya dan mencarn afemnati solusinya dan sisterm hukum vang ada.

Akan telapl, sebagaimana yang sebalumnya dsinggung, tersujudnya kesadaran
hukum dalam kelompok masyarakal vang lemah den teringgal maupun dalam
masyarakal pada umumnya perlyu didukueng dengan adanya sejurnlah prasyarat atau
prakondisi. Bebarapa prasyarat alau prakondisi itu adalah sebaga beribas -

Pertama. dilaksanskannya azas perlakian yang sama pada setiaparang dimuka
hukurm. Orang-arang yang berasal dan kelompok dan strata sosial yang berbeda akan
diayani atau diperakukan dalam proses hukum dengan stendar yang sama. lm barart),
adan hukum beserda aparatoye harus bekerja secara impersonal dan pralesionzl

Kedua, adanya kepastian hukurn, Keputusan-keputiusan badan peradilan hams
dapat dilsksanakan sebagaimana mestinga tanpa adanya campur tangan dari pihak
lain. Sedain itw, peraluran-peraluran yang telah distapkan oleh badan-badan pemerintah
meryanakul publik harus dapat dipegang dan sewaktu-wakiu tidax berubah beqitu saja
yang dapat mensgikan rakyat.

Fetiga, adanya keteladanan dan tidak saja aparat hukurm namun juga dan aparal
pemennlah secara keseluruban. Dalam ajzran birokrasi pemenntahan sendin diperiukan
adanya keteladanan dan pihak atasan atau vang lelih senior,

Feampat. dilaksanakannya penegakkan hukum {law erforcement) secara
ranselen dan berkesinambungan

Kelima, adanya kualitas pelayanan yang baik, prolesionzl, dan tanpa pamnh
clari seiurh jafaran kompanen aparat hukurn, Dengan demikian, jika berhadapan dangan
aparat hukum masyarakal memang akan merazakan peEngayoman.
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